
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN . 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 32/PMK. 010/2019 

TENTANG 

BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS 

EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis 

Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan 

Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya 

Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang 

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas 

Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai; 

b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dengan 

mendorong ekspor jasa dan meningkatkan daya saing 

industri jasa nasional, perlu memperluas jenis Jasa Kena 

Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan 

Nilai; 

c. bahwa berdasar kan pertimbangan se bagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Batasan Kegiatan dan Jenis 

Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5069); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BATASAN 

KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS 

EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan 

suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 

menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau 

hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang 

dihasilkan untuk menghasilkan barang karena pesanan 

atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari 

pemesan. 

3. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

4. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan 

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dihasilkan di dalam 

Daerah Pabean untuk dimanfaatkan oleh Penerima 

Ekspor Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean. 

5. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua 

biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh 

pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor 

Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 

yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai dan potongan harga yang 

dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang 

yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima 

Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/ atau oleh 

penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 

6. Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi 

atau badan yang melakukan perikatan dan menerima 

manfaat langsung atas Ekspor Jasa Kena Pajak, berada di 

luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak Luar 

Negeri yang tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di 
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Pajak Penghasilan beserta perubahannya. 

Pasal 2 

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa 

Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 

(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan 

tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan 

Pajak. 

(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) adalah 0% (nol persen). 

(4) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah Penggantian. 

Pasal3 

(1) Kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak merupakan kegiatan 

pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan 

suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia 

untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean. 

(2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yaitu: 

a. kegiatan yang melekat pada barang bergerak yang 

dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah 

Pa bean; 

b. kegiatan yang melekat pada barang tidak bergerak 

yang berada di luar Daerah Pabean; atau 

c. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b yang hasilnya diserahkan untuk 

dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dengan cara: 

1. penyampaian langsung atau tidak langsung antara 

lain melalui pos dan saluran elektronik; atau 

2. berupa penyediaan hak untuk dipakai (akses) di 

luar Daerah Pabean, 

berdasarkan permintaan Penerima Ekspor Jasa Kena 

Pajak. 
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Pasal 4 

(1) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang 

melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk 

dimanfaatkan di luar Daerah Pabean sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. jasa maklon; 

b. jasa perbaikan dan perawatan; dan 

c. jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) 

terkait barang untuk tujuan ekspor. 

(2) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang 

melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar 

Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (2) huruf b yaitu jasa konsultansi konstruksi yang 

meliputi pengkajian, perencanaan, dan perancangan 

konstruksi terkait dengan bangunan atau rencana 

bangunan yang berada di luar Daerah Pabean. 

(3) Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang 

hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah 

Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

huruf c meliputi: 

a. jasa teknologi dan informasi; 

b. jasa penelitian dan pengembangan (research and 

development); 

c. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat 

udara dan/ atau kapal laut untuk kegiatan 

penerbangan atau pelayaran internasional; 

d. jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa 

konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur 

dan interior, jasa konsultansi sumber daya manusia, 

jasa konsultansi keinsinyuran (engineering services}, 

jasa konsultansi pemasaran (marketing services}, jasa 

akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan 

keuangan, dan jasa perpajakan; 

e. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual 

barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; 

dan 
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f. Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/ atau 

komunikasi/konektivitas data. 

Pasal5 

( 1) J asa maklon se bagaimana dimaksud dalam Pas al 4 

ayat (1) huruf a memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. spesifikasi dan bahan baku dan/ atau bahan setengah 

jadi disediakan oleh Penerima Ekspor Jasa Kena 

Pajak; 

b . bahan baku dan/ atau bahan setengah jadi 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diproses 

untuk menghasilkan Barang Kena Pajak; 

c. kepemilikan atas Barang Kena Pajak yang dihasilkan 

berada pada Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; dan 

d. pengusaha jasa maklon mengirim Barang Kena Pajak 

yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah 

Pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor 

barang. 

(2) Jasa teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi: 

a. layanan analisis sistem komputer, antara lain 

pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan 

teknologi informasi; 

b. layanan perancangan sistem komputer, antara lain 

spesifikasi piranti keras (hardware), piranti lunak 

(software}, dan/ atau Janngan komputer yang 

dibutuhkan; 

c . layanan pembuatan sistem komputer dan/ atau situs 

web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain 

layanan pembuatan aplikasi; 

d . layanan keamanan teknologi informasi (IT security), 

antara lain perlindungan informasi pada saat 

informasi di proses, di transmisikan, dan/atau 

disimpan; 

e. layanan pusat kontak (contact center), antara lain 

pemberian jawaban dan/ atau tindak lanjut atas 
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pertanyaan dan/ atau pernyataan yang disampaikan 

kepada pusat kontak; 

f. layanan dukungan teknik, antara lain 

penanganan masalah pelanggan (client) 

layanan 

dalam 

penerapan, pemakaian, pemrosesan data (data 

processing), dan konfigurasi piranti keras (hardware), 

piranti lunak (software), dan/ atau jaringan komputer; 

g. layanan komputasi awan (cloud computing) dan web 

hosting, antara lain data hosting atau data storage 

sepanjang server berada di dalam Daerah Pabean dan 

penerima layanan data hosting atau data storage 

merupakan penyedia layanan cloud computing atau 

web hosting; dan 

h. layanan pembuatan konten dengan menggunakan 

bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan 

games, animasi, dan desain grafis . 

(3) Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/ atau 

komunikasi/konektivitas data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f meliputi: 

a. layanan 

singkat 

interkoneksi panggilan dan/ atau pesan 

internasional yang dilakukan oleh 

penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada 

penyelenggara telekomunikasi luar negeri; 

b. layanan transmitter and responder (transponder) satelit 

yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam 

negeri kepada penerima layanan 

sepanJang stasiun bumi yang 

di luar negen, 

digunakan oleh 

penerima layanan berada di luar Daerah Pabean; 

c. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh 

penyelenggara satelit dalam negen kepada 

penyelenggara satelit luar negen, sepanJang stasiun 

bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara 

satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; 

dan/atau 

d. layanan ketersambungan internet global melalui 

Janngan publik atau privat yang dilakukan oleh 
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penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima 

layanan di luar negeri. 

Pasal 6 

(1) Ekspor Jasa Kena Pajak dikenai Pajak Pertambahan Nilai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanJang 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. didasarkan atas perikatan atau perJanJian tertulis 

antara Pengusaha Kena Pajak dengan Penerima 

Ekspor Jasa Kena Pajak yang mencantumkan dengan 

jelas: 

1. Jems; 

2. rmcian kegiatan yang dihasilkan di dalam Daerah 

Pabean untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean 

oleh Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak; clan 

3. nilai penyerahan, 

Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), clan 

b. terdapat pembayaran disertai dengan bukti 

pembayaran yang sah dari Penerima Ekspor Jasa Kena 

Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sehubungan 

dengan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a. 

(2) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dianggap se bagai penyerahan 

Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenai 

Pajak Pertambahan Nilai. 

(3) Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1), ayat (2), clan ayat (3) yang dihasilkan clan 

dimanfaatkan di luar Daerah Pabean tidak dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai. 
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Pasal 7 

(1) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor 

Jasa Kena Pajak adalah pada saat Ekspor Jasa Kena 

Pajak. 

(2) Saat Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pada saat Penggantian atas jasa 

yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai 

piutang atau penghasilan. 

Pasal 8 

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Ekspor Jasa 

Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat 

Ekspor Jasa Kena Pajak. 

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak yang 

dilampiri dengan faktur penjualan (invoice) yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak. 

(3) Atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan 

dari pelaksanaan kegiatan jasa maklon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selain wajib 

membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat 

pemberitahuan ekspor barang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. 

(4) Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 9 

(1) Atas kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan sebagai Ekspor Jasa 

Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai. 
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(2) Atas kegiatan ekspor jasa maklon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selain melaporkan Ekspor 

Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengusaha Kena Pajak melaporkan ekspor Barang Kena 

Pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan jasa 

maklon dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai. 

(3) Pajak Pertambahan Nilai atas: 

a. perolehan Barang Kena Pajak; 

b. perolehan Jasa Kena Pajak; 

c. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari 

luar Daerah Pabean; 

d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 

Pabean; dan/ a tau 

e. impor Barang Kena Pajak, 

yang berhubungan langsung dengan kegiatan Ekspor 

Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Pasal 10 

peraturan 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang 

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas 

Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

30/PMK.03/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan 

dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai 

Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 11 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Maret 2019 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Maret 2019 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NO MOR 354 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. -~ 
Kepala Bagian TU Keme,n terian 

d': 

= ARIF BINTARiWO:~ ) ,_j: I/ 

NIP 19710912 1997'03 l 0-01 ~--, 
~- ---
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LAMPI RAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA 
NOMOR 32/PMK. 010/2019 
TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA 
PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI 

FORMAT PEMBERITAHUAN EKSPOR JASA KENA PAJAK 

NO.KODE I I I I 
.PEMBE.RH AHUAN 

D EKSPOR JASA !KENA PAJAtK 

~~.I I I I I I 

KEM ENTERIM K E UANGAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK D E.KSPOR 18AiRANG KENA PAJAKTIOA:K BERWUJUD 

,. 1511 DEN·GAN ttURUF CETAK/DIKETIK 

• B,fRJ TANDA '"){" O.ALA:M D {KOTA'K) YAN G 5E5UAI 

,. l:S 'ILAH DEN.GAN lENGK.AP, BEN1AR DAN JELAS S.ESUAJ PETUNJIUIK PENGf.SJAN 

A, EK:SP.QRTIR JKP/5KP TIDA'K 6ER\YUJUD [ "' ~ 

[DI 1111111011111111 
t·JAl'<,1A WAJIS PAJAK 

ALt..MAT 

KELURAHAN/ 

KECA l 1ATAN 

~K~·o_T_N_·K-'O_D_E_· ~P.o_::..~_ ~- ~----------~-~ .... ~J"'"_ ..... 1_1 __ , _1_ ..... l _~N-0_· . _T_E_L~·~·~·~· ~· .~---+ 
8, PEMESANI/ PEN1fR!IMA JKP/ SKP 'TIDA!K BER:WUJUD t • } 
t~Al\tA 

A.LAfv1AT DI LU.;?..R NEGERI 

t~EGARA/ Kl\JTA/ KODE POS 

Cu JENI$ JKP/ SKP T!DAK !5ERWUJUD YANG DIEKSiPOR 

C. I, f "KSPOR JKP 

t~AM,A.JKP 

Ll lNiTUX JASA M .AKLON 

DES.KRIPS!: JASA 

NULAI PIEN GGAtiJn AN 

TANG·;3AL 

KONTiil!AKi iPE:RJAit.a.J ~AN 

NO. & T AN·GGAL INVOICE 

D J•ASA MAifCLO N 

NO. PEIB : 

NO. NPE. : 

C:. U. EKSP.OR B1KP Tl OAK BERWUJU D 

NAM.A B·KP TllDA!f': 

BERWUJLIO-

NULAI PEN GGAtfl'lAN 

TANGG.AL 

I I I I I I NO. TEL.ii": 

D JASt.. 5 E LAI M.AKLO~ 

www.jdih.kemenkeu.go.id



P'ERNYATAAN 

- 13 -

DENG.AN r\•ffNYADAR I SEP ENUH NYA AKl!..N SEGALA AK:IB.ATNY.;1'.. TH:rvl.ASU K SANKS:l
SANKS[ SESUAI DENGAN KETENTUArN P!ERUN D.ANG-U NDANGAN YANG BERL.A.KU, 

S?.YA tvi ENYATAKAN BAH\1VA APA YANG TELA.H SAY.A. BER ITAHUKAN Di~ AfAS 

BES ER.TA LAF .. ·iP!R.A. N-LAJVlPl lR:ANNYA ADALA.H :BEflJ!AR, LEJ1JG KAP,. D.A.N JElAS . 

(te:mpat) {tanggalJ 

IANDA TANGAN 

NAr,,~A LHJGKAP 

JABATAN 

( =~ } Coret yang t!clak pedv 
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PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN 

CJ EKSPOR JASA KENA PAJAK 

D EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD 

NO.KODE 

Diisi :- EJKP untuk ekspor Jasa Kena Pajak 

:- EBKP untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

NO. SERI 

Diisi secara urut sesuai dengan tanggal kegiatan ekspor JKP /BKP 

Tidak Berwujud yang Dilakukan 

Bagian A : EKSPORTIR JKP / BKP TIDAK BERWUJUD 

NPWP 

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. 

NAMA WAJIB PAJAK 

Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. 

ALAMAT, KELURAHAN /KECAMATAN, KOTA/KODE POS 

Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu NPWP. 

NOMOR TELEPON 

Diisi sesuai dengan nomor telepon tempat kedudukan Wajib Pajak. 

Bagian B : PEMESAN / PENERIMA JKP / BKP TIDAK BERWUJUD 

NAMA 

Diisi sesuai dengan nama penerima JKP /BKP Tidak Berwujud yang tercantum 

pada kontrak/perjanjian dan/ atau invoice. 

ALAMAT DI LUAR NEGERI, NEGARA/ KOTA/ KODE POS 

Diisi sesuai dengan alamat penerima jasa di negara tujuan ekspor JKP /BKP 

Tidak Berwujud yang tercantum pada kontrak/ perjanjian dan/ atau invoice. 

NOMOR TELEPON 

Diisi sesuai dengan nomor telepon penenma JKP / BKP Tidak Berwujud di 

negara tujuan ekspor jasa yang tercantum pada kontrak/perjanjian dan/atau 

invorce. 
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Bagian C : JENIS JKP / BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR 

C.I EKSPOR JKP 

NAMAJKP 

Diisi sesuai clengan nama JKP yang cliekspor clan tercantum pacla 

kontrak/ perjanjian clan/ a tau invoice. 

UNTUK JASA MAKLON : 

NO . PEB 

Diisi sesuai clengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang atas jenis barang 

yang melekat pacla kegiatan ekspor JKP. 

NO.NPE 

Diisi sesuai clengan nomor Nota Pelayanan Ekspor atas Jems barang yang 

melekat pada kegiatan ekspor JKP. 

DESKRIPSI JASA 

Diisi clalam hal selain jasa maklon yang clipilih clan sesuai clengan keterangan 

jenis JKP yang cliekspor clan jenis barang yang melekat pacla kegiatan ekspor 

JKP terse but. 

NILA! PENGGANTIAN 

Diisi sesuai clengan nilai penggantian atas JKP yang diekspor yang tercantum 

pacla kontrak/perjanjian clan/ atau invoice. 

TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN 

Diisi sesuai clengan tanggal clibuatnya kontrak / perjanjian atas ekspor JKP. 

NO . & TANGGAL INVOICE 

Diisi sesuai clengan nomor clan tanggal invoice atas ekspor JKP yang 

clilakukan. 

C.11 EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD 

NAMA BKP TIDAK BERWUJUD 

Diisi sesuai clengan nama BKP Ticlak Berwujucl yang cliekspor clan tercantum 

pacla kontrak/perjanjian clan/ atau invoice. 

NILA! PENGGANTIAN 

Diisi sesuai dengan nilai penggantian atas BKP Ticlak Berwujucl yang cliekspor 

yang tercantum pacla kontrak/perjanjian clan/atau invoice. 

TANGGAL KONTRAK/PERJANJIAN 

Diisi sesuai clengan tanggal dibuatnya kontrak /perjanjian atas ekspor BKP 

Ticlak Berwujud. 
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NO. & TANGGAL INVOICE 

Diisi sesuai dengan nomor & tanggal invoice atas ekspor BKP Tidak Berwujud 

yang dilakukan. 

PERNYATAAN 

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan 

kelengkapan pengisian Formulir Ekspor Jasa Kena Pajak/Ekspor Barang Kena 

Pajak Tidak Berwujud. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan atau 

tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

TANGGAL PEMBERITAHUAN 

Tanggal diisi sesuai dengan tanggal invoice. 

TANDA TANGAN 

Ditandatangani oleh pejabat pembuat dokumen tertentu yang dipersamakan 

dengan Faktur Pajak yang nama dan tandatangannya diberitahukan terlebih 

dahqlu kepada kantor pelayanan pajak. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u .b. / 
Kepala Bagian T.U. Ke,fn.entehan 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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